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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan koordinasi pegawai dalam 

meningkatkan efektivitas kerja pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten 

Lampung Utara. Koordinasi dipandang sebagai unsur penting dalam menjamin keterpaduan 

pelaksanaan tugas, khususnya dalam mendukung kegiatan pimpinan daerah yang bersifat 

strategis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data 

diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat 

struktural serta pegawai yang terlibat langsung dalam kegiatan protokol dan komunikasi 

pimpinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi pegawai telah dilaksanakan melalui 

pembagian kerja, semangat kerja sama, komunikasi, serta perencanaan dan perumusan tujuan. 

Namun demikian, efektivitas kerja belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan kompetensi 

pegawai, jumlah sumber daya manusia yang belum memadai, serta dukungan fasilitas kerja 

yang terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas kerja memerlukan 

penguatan koordinasi internal yang didukung oleh pengembangan kapasitas pegawai, penataan 

pembagian tugas, serta penyediaan sarana kerja yang memadai. 

Kata Kunci: Koordinasi Pegawai, Efektivitas Kerja, Organisasi Publik. 

 

ABSTRACT 

This study aims to examine employee coordination in improving work effectiveness at the 

Protocol and Leadership Communication Division of North Lampung Regency. Coordination 

is considered a strategic managerial element in ensuring integrated task implementation, 

particularly in supporting regional leaders’ official activities. The research employed a 

qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through in-depth 

interviews, observation, and documentation involving structural officials and employees 

directly engaged in protocol and leadership communication activities. The findings indicate 

that coordination has been implemented through clear task distribution, teamwork, 

communication, and planning processes. However, work effectiveness has not yet been fully 

achieved due to limited employee competencies, an insufficient number of personnel, and 

inadequate work facilities. The study concludes that improving work effectiveness requires 

strengthening internal coordination supported by capacity building, task restructuring, and 

adequate organizational resources. 

Keywords: Employee Coordination, Work Effectiveness, Public Organization. 

 

Latar Belakang Masalah 

Organisasi publik dituntut untuk mampu menjalankan fungsinya secara efektif dalam 

menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Efektivitas organisasi 

tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan internal 
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organisasi dalam mengelola proses kerja secara terintegrasi (Abualoush et al., 2018). Salah satu 

aspek manajerial yang memegang peranan strategis dalam menjamin keterpaduan tersebut 

adalah koordinasi. Tanpa koordinasi yang berjalan dengan baik, aktivitas organisasi cenderung 

berlangsung secara parsial, tumpang tindih, dan berpotensi menurunkan kualitas kinerja secara 

keseluruhan (Lee et al., 2022). 

Dalam konteks pemerintahan daerah, koordinasi menjadi elemen krusial karena aktivitas 

pelayanan publik melibatkan berbagai unit kerja dengan fungsi yang saling bergantung (Akdere 

& Egan, 2020). Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagai salah satu unsur 

pendukung pimpinan daerah memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran kegiatan 

kedinasan, penyampaian informasi, serta pengelolaan komunikasi institusional. Kompleksitas 

tugas tersebut menuntut adanya pembagian kerja yang jelas, komunikasi yang efektif, serta 

sinergi antarpersonel agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan 

waktu yang telah ditetapkan (Shukor et al., 2021). 

Namun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai permasalahan yang 

menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan koordinasi internal. Beberapa kegiatan belum 

dapat diselesaikan secara tepat waktu, komunikasi antarpersonel belum berjalan secara intensif, 

serta kerja sama lintas subbagian belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisi ini mengindikasikan 

bahwa koordinasi yang kurang efektif dapat berdampak langsung pada rendahnya efektivitas 

kerja, khususnya dalam mendukung tugas-tugas pimpinan daerah yang bersifat strategis dan 

membutuhkan ketepatan pelaksanaan. 

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai koordinasi pegawai dalam meningkatkan 

efektivitas kerja menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini penting tidak hanya untuk 

memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan koordinasi dalam organisasi 

pemerintahan daerah, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang 

memengaruhi efektivitas kerja. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 

dasar pertimbangan dalam perbaikan tata kelola organisasi serta penguatan kinerja aparatur, 

khususnya pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Lampung Utara. 

Tinjauan Pustaka 

Koordinasi 

Koordinasi merupakan proses penyelarasan berbagai aktivitas, sumber daya, dan peran 

individu atau unit kerja agar bergerak secara harmonis menuju tujuan yang sama (Mustaki & 

Abdussamad, 2025). Dalam konteks organisasi publik, koordinasi tidak hanya dimaknai 

sebagai aktivitas teknis, melainkan sebagai mekanisme manajerial yang memastikan tidak 

terjadinya tumpang tindih kewenangan, konflik tugas, serta pemborosan sumber daya. 

Koordinasi menjadi krusial karena organisasi pemerintahan pada dasarnya tersusun atas unit-

unit kerja yang saling bergantung dan tidak dapat beroperasi secara mandiri (Sawaean & Ali, 

2020). 

Koordinasi menuntut adanya kesepahaman antarpegawai dan antarunit kerja mengenai 

tujuan yang hendak dicapai, cara mencapainya, serta peran masing-masing pihak (Castaner & 

Oliveira, 2020). Tanpa koordinasi yang memadai, setiap unit cenderung bekerja secara parsial 

sehingga tujuan organisasi sulit diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, koordinasi 

berfungsi sebagai sarana integrasi untuk menyatukan berbagai kepentingan, aktivitas, dan 

keputusan dalam satu arah kebijakan organisasi (Burton & Obel, 2018). 



Vol. 11 Issue 2. 2025 

 

57 Riendy Satya Pratama 1, Muhammad Irvan2, Aguswan3 

Dalam praktik administrasi publik, koordinasi juga berkaitan erat dengan kepemimpinan 

dan komunikasi (Gautam, 2020). Pimpinan memiliki peran strategis dalam mengarahkan, 

menghubungkan, serta mengendalikan hubungan kerja antar unit. Koordinasi yang efektif 

menuntut kepemimpinan yang mampu membangun komunikasi terbuka, menumbuhkan kerja 

sama, dan menetapkan mekanisme kerja yang jelas (Slupska et al., 2022). Dengan demikian, 

koordinasi bukan sekadar aktivitas formal, tetapi merupakan proses berkelanjutan yang 

membutuhkan komitmen seluruh unsur organisasi. Koordinasi dapat dioperasionalkan melalui 

beberapa indikator, yaitu pembagian kerja yang jelas, komunikasi kerja, semangat kerja sama, 

dan perencanaan serta perumusan tujuan (Pellegrini et al., 2020).  

Efektivitas Kerja 

Efektivitas kerja menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi atau individu dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam organisasi publik, efektivitas kerja berkaitan 

dengan sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi mampu menghasilkan output yang sesuai 

dengan sasaran, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun ketepatan waktu (Bandura, 2023). 

Efektivitas tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan yang dilakukan, melainkan dari 

hasil nyata yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Kareem, 2019). 

Efektivitas kerja juga mencerminkan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber 

daya secara tepat. Pegawai yang bekerja secara efektif tidak hanya menyelesaikan tugas, tetapi 

mampu melaksanakannya sesuai prosedur, standar mutu, dan batas waktu yang telah ditentukan 

(Ali & Anwar, 2021). Dengan demikian, efektivitas kerja berkaitan erat dengan disiplin, 

tanggung jawab, serta kemampuan profesional pegawai dalam menjalankan perannya (Shet et 

al., 2019). 

Dalam perspektif manajemen publik, efektivitas kerja merupakan indikator penting kinerja 

organisasi. Tingginya tingkat efektivitas menunjukkan bahwa proses koordinasi, 

pengorganisasian, dan pengendalian telah berjalan dengan baik (Lucianetti et al., 2019). 

Sebaliknya, rendahnya efektivitas kerja sering kali menjadi indikasi adanya permasalahan 

dalam koordinasi, komunikasi, maupun pembagian tugas. Oleh karena itu, peningkatan 

efektivitas kerja menuntut adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem kerja dan pola 

koordinasi organisasi  (Pujiati & Sonhaji, 2018). 
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Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang bertujuan 

untuk memahami secara mendalam pelaksanaan koordinasi pegawai dalam meningkatkan 

efektivitas kerja pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Lampung Utara. 

Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali fenomena koordinasi secara 

komprehensif berdasarkan kondisi empiris yang terjadi dalam lingkungan organisasi 

pemerintahan (Waruwu, 2024). 

Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui 

wawancara mendalam dan observasi terhadap informan yang dipilih secara purposive, yaitu 

pejabat struktural dan pegawai yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas protokol dan 

komunikasi pimpinan. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, serta 

peraturan dan arsip administrasi yang relevan dengan fokus penelitian, guna mendukung dan 

memperkuat data primer (Firman, 2018). 

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik 

triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Proses tersebut dilakukan secara berkesinambungan agar hasil penelitian 

memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan mampu menggambarkan kondisi koordinasi dan 

efektivitas kerja secara objektif (Octaviani & Sutriani, 2019). 
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Hasil dan Pembahasan 

Koordinasi Pegawai Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Bagian Protokol Dan 

Komunikasi Pimpinan Kabupaten Lampung Utara. 

Pembagian Kerja 

Pembagian kerja merupakan unsur fundamental dalam organisasi yang berperan penting 

dalam menjaga kelancaran koordinasi dan pencapaian tujuan. Pembagian tugas yang jelas dan 

selaras dengan kompetensi pegawai memungkinkan setiap unit kerja menjalankan fungsinya 

secara optimal serta mendorong kerja sama antarpersonel. Apabila pembagian kerja tidak 

diterapkan secara tepat, organisasi berpotensi mengalami tumpang tindih tugas, lemahnya 

koordinasi, serta menurunnya efektivitas pelaksanaan program (Raveendran et al., 2020). 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan Kabupaten Lampung Utara telah berupaya menempatkan pegawai sesuai 

kemampuan dan memantau pelaksanaan tugas secara berkelanjutan. Kejelasan batasan tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab dinilai mampu meminimalkan konflik kerja dan memperkuat 

koordinasi, terutama dalam situasi yang membutuhkan respons cepat seperti penanganan 

bencana. Namun demikian, keterbatasan jumlah pegawai dan perbedaan tingkat kesadaran 

koordinatif masih menjadi kendala dalam praktiknya. 

Secara sistemik, koordinasi tidak hanya bergantung pada struktur kerja, tetapi juga pada 

faktor manusia, khususnya motivasi, sikap, dan kemauan untuk bekerja sama. Koordinasi 

berfungsi sebagai pengarah dan pendorong perilaku kerja agar individu mampu berkontribusi 

secara maksimal terhadap kinerja organisasi. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas kerja 

tidak hanya memerlukan pembagian kerja yang jelas, tetapi juga penguatan aspek sumber daya 

manusia melalui pendekatan manajemen yang berorientasi pada manusia (Madiistriyatno & 

Sofianto, 2021). 

Semangat Kerjasama 

Semangat kerjasama merupakan elemen penting dalam meningkatkan efektivitas kerja 

organisasi, karena memungkinkan setiap individu bekerja secara terintegrasi untuk mencapai 

tujuan bersama. Kolaborasi dibutuhkan untuk menyatukan perbedaan peran, tugas, dan 

tanggung jawab antarpegawai agar tidak terjadi kecenderungan bekerja secara parsial. Melalui 

kerja sama yang baik, aktivitas organisasi dapat dilaksanakan secara selaras, efisien, dan 

berorientasi pada kualitas hasil kerja (Deussom et al., 2022). 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kerja sama antarpegawai di Bagian Protokol dan 

Komunikasi Pimpinan Kabupaten Lampung Utara pada umumnya telah berjalan sesuai arahan 

pimpinan. Pegawai berupaya saling membantu dan mengoordinasikan tugas, terutama dalam 

menghadapi kegiatan yang bersifat mendesak dan simultan. Namun demikian, keterbatasan 

jumlah sumber daya manusia serta kendala teknis, seperti keterlambatan informasi dan sarana 

pendukung yang belum memadai, masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan koordinasi 

secara optimal. 

Peran pimpinan menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kualitas kolaborasi, 

khususnya melalui pengaturan penugasan, pendelegasian wewenang, serta pemberian motivasi 

kerja. Koordinasi yang terarah mampu mendorong penyelesaian tugas secara tepat waktu, 

menekan kesalahan kerja, dan meningkatkan produktivitas pegawai. Dengan demikian, 
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penguatan kerja sama yang didukung oleh kepemimpinan efektif dan sistem kerja yang 

responsif menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan efektivitas organisasi, terutama dalam 

konteks pelayanan publik (Modise & Modise, 2023). 

Komunikasi  

Komunikasi merupakan unsur penting dalam pelaksanaan koordinasi yang efektif, yang 

ditentukan oleh ketepatan waktu, keakuratan, dan relevansi informasi yang disampaikan. Hasil 

wawancara menunjukkan bahwa setiap kegiatan pimpinan selalu didahului dengan koordinasi 

intensif antara pelaksana, pegawai pendamping, dan masyarakat sasaran, sehingga informasi 

dapat dipahami dan ditindaklanjuti secara tepat. Arahan pimpinan yang disampaikan secara 

jelas dan diolah dengan baik oleh staf memungkinkan tugas dilaksanakan secara terkoordinasi 

serta meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan (Idayanti et al., 2020). 

Temuan penelitian juga mengungkap bahwa efektivitas komunikasi tidak hanya 

dipengaruhi oleh kualitas informasi, tetapi juga oleh media, bahasa, dan kondisi pendukung 

lainnya. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja menjadi salah satu faktor penghambat 

optimalisasi komunikasi dan kinerja pegawai. Meski demikian, pegawai tetap berupaya 

menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan sumber daya yang tersedia agar kegiatan tetap 

berjalan sesuai tujuan organisasi. 

Selain itu, penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, 

termasuk pemanfaatan bahasa daerah, terbukti meningkatkan pemahaman, kedekatan 

psikologis, serta penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Komunikasi yang 

bersifat personal, kontekstual, dan menghargai latar belakang sosial budaya menjadi kunci 

keberhasilan penyampaian kebijakan. Dari sisi internal, sikap dan motivasi pegawai 

dipengaruhi oleh kompetensi, loyalitas, serta dukungan organisasi, termasuk insentif dan 

peluang pengembangan karier, yang secara keseluruhan memperkuat efektivitas pelaksanaan 

tugas dan program pemerintah (Berezan et al., 2016). 

Perencanaan dan Perumusan Tujuan 

Perencanaan dan perumusan tujuan merupakan unsur fundamental dalam mewujudkan 

efektivitas kerja, khususnya dalam penyediaan layanan publik yang tepat waktu, tepat sasaran, 

dan efisien. Organisasi dituntut membangun sistem koordinasi yang 60embali6060a agar 

mampu mendukung kebutuhan pimpinan, salah satunya melalui pemanfaatan sistem informasi 

terintegrasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

Kabupaten Lampung Utara telah menerapkan sistem kegiatan pimpinan berbasis daring, 

sehingga seluruh perangkat daerah dapat mengakses informasi kegiatan harian dan menyiapkan 

dukungan yang diperlukan secara lebih terencana. 

Efektivitas kerja tidak hanya ditentukan oleh kecukupan jumlah sumber daya manusia, 

tetapi juga oleh kemampuan pimpinan dalam mengarahkan, membimbing, serta memastikan 

kejelasan pembagian tugas. Kejelasan deskripsi pekerjaan menjadi prasyarat penting dalam 

penilaian kinerja, karena ketidakjelasan tugas akan menghambat proses evaluasi. Dengan 

demikian, standar manajemen sumber daya manusia yang baik berpengaruh langsung terhadap 

kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kinerja pegawai. 

Temuan lapangan menunjukkan bahwa secara umum pegawai telah berupaya memberikan 

layanan yang berkualitas dan memahami perannya sebagai pelayan publik, meskipun masih 
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terdapat 61embali61 pegawai yang kurang optimal dalam menjalankan tanggung jawabnya, 

terutama terkait disiplin waktu dan fokus kerja. Kondisi ini berdampak pada ketepatan waktu 

pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas kerja perlu didukung 

oleh koordinasi yang konsisten, komitmen pegawai, serta penguatan kesadaran akan fungsi 

utama pemerintah dalam perlindungan, 61embali6161an, dan pelayanan publik yang 

akuntabel. 

Aspek-Aspek penghambat Koordinasi Pegawai Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja 

Pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Lampung Utara. 

Aspek penghambat koordinasi pegawai dalam meningkatkan efektivitas kerja pada Bagian 

Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Lampung Utara salah satunya berasal dari 

keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Sebagian pegawai belum sepenuhnya memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugas dan dinamika pekerjaan protokol serta 

komunikasi pimpinan, sehingga pelaksanaan koordinasi belum berjalan secara optimal. 

Selain kualitas sumber daya manusia, kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan 

jumlah pegawai. Beban kerja yang 61embali61 tinggi tidak sebanding dengan ketersediaan 

personel, sehingga pembagian tugas dan pelaksanaan kegiatan sering kali tidak dapat dilakukan 

secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan proses koordinasi menjadi kurang efektif dan 

berdampak pada keterlambatan penyelesaian pekerjaan. 

Faktor penghambat berikutnya berkaitan dengan keterbatasan fasilitas kerja. Sarana dan 

prasarana pendukung yang belum memadai menghambat pegawai dalam melaksanakan tugas 

secara efisien dan terkoordinasi. Keterbatasan fasilitas tersebut turut mempengaruhi kinerja 

pegawai secara keseluruhan, sehingga efektivitas kerja pada Bagian Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan Kabupaten Lampung Utara belum sepenuhnya tercapai. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi pegawai pada Bagian 

Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Lampung Utara telah dilaksanakan melalui 

pembagian kerja, semangat kerja sama, komunikasi, serta perencanaan dan perumusan tujuan. 

Pembagian kerja dan semangat kerja sama pada umumnya telah berjalan dengan baik sesuai 

arahan pimpinan, namun aspek komunikasi antarpegawai masih perlu ditingkatkan, sementara 

pelaksanaan perencanaan belum sepenuhnya konsisten dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Efektivitas kerja juga masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan kompetensi 

pegawai, jumlah sumber daya manusia yang belum memadai, serta dukungan fasilitas kerja 

yang kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah 

untuk meningkatkan kapasitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, menambah jumlah 

pegawai serta sarana pendukung kerja, menata kembali pembagian tugas agar koordinasi 

berjalan lebih efektif, dan mendorong terciptanya dukungan serta kerja sama antarpegawai 

guna memperkuat semangat kerja, khususnya di lingkungan Bagian Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan. 
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